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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai
dengan kewenangan daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanan pembangunan tahunan sebagai
pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan prioritas serta plafon
anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025;

Mengingat ...
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025.

BABI ...



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan
lima tahunan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap wuntuk mencapai sasaran rencana
pembangunan jangka menengah Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (outpuf) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu Program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
Kegiatan /Program/Sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas ...
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16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana Kkerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

17. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan,

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Kedudukan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen
perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, kegiatan, sub
kegiatan dan aktivitas sub kegiatan untuk kurun waktu 1
(satu) tahun.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) memuat uraian Kegiatan Perangkat Daerah untuk
kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3
Ruang lingkup RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BABI pendahuluan;
b. BABII gambaran umum kondisi Daerah;
c. BABIII kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah;

d. BABIV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. BABV Rencana Kerja dan pendanaan Daerah;

f. BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
dan

g. BAB VIl penutup.

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian dokumen RKPD
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
(1) RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan KUA dan
PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
(2) RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyempurnaan
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2025.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
padf i \ 5 Juli 2024

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juli 2024

NE 1”‘,‘,") P

TARIS DAERAH
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa rencana pembangunan tahunan
daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD
Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai
dengan kewenangannya dengan prinsip-prinsip meliputi:
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah;
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4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan
nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025
merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat
uraian tujuan, sasaran, Kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan
aktivitas sub kegiatan untuk kurun waktu satu tahun. RKPD Tahun 2025
merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD disusun
berdasarkan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan
kerangka berfikir ilmiah oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional
bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan
belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses
konsultasi dengan para pakar.

2. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Forum Perangkat
Daerah.

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan merumuskan saran dan
masukan hasil dari pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam dokumen
perencanaan yang dibahas Bersama dengan DPRD.

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan
yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat
Daerah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tahapan dan Tata cara penyusunan RKPD berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa
tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal
RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025



RKPD dan penetapan RKPD, tahapan dan tata cara penyusuna RKPD seperti
dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPKD
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Disisi lain, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang
mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024-2026. RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini sangat
strategis dalam menentukan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah
Tahun 2025, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2025 serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dearah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kegiatan Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini berlandaskan
pada beberapa dasar hukum, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease  (COVID-19) dan/atau Menghadapi  Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease  (COVID-19) dan/atau  Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6794);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penanganan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Barat Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 286);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
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Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 28);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 42);

43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan
Daerah (RPD). Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana
dalam penyusunannya simultan dengan penyusunan RKPD. Lebih lanjut
dalam hubungannya dengan RKP, dokumen RKPD diserasikan dengan RKP
melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025
dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang disusun
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memuat input
rencana seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian.
Lebih lanjut dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2025 juga disusun
dengan memperhatikan kebijakan jangka menengah sesuai dengan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025
menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2025, dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten
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Sumedang Tahun 2025 merupakan dokumen satu-satunya yang dijadikan
pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Pedoman P
Renstra > Renja RKA Rincian

o
(]
A A v3
co
Pedoman Diacu 8 g.
B
2
RPJP Pedoman RPJM
Nasional Nasional RKP RAREN AERN
Diacu Diperhatikan . DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG
\ 4 \ 4 A 4
RPJP Pedoman_~ RPJMD | ""“"““,“‘
Provinsi " Provinsi ~ Provinsi
Renstra | pedomsn | Renja
SKPD ' SKPD
Diacu
Diperhatikan DlSERASIKA@ MELALUI MUSRENBANG
\ 4 \ 4 A 4 T
RPJP P°d°ma“, RPJMD » RKPD RAPBD APBD
Daerah Daerah  Dijabarkan  Daerah
3
g
Pedoman Diacu § X
Y=
T8
Pedoman <

Renstra > Renja
SKPD SKPD

SKPD APBD
UU No. 5 Tahun 2004
Catatan :

Diacu : hal-hal yang mengacu dianggap mendasar harus identik U U No- 1 7 Ta h un 200 3
Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor
Sumber: BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang (Diolah)

Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di
atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen
perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR
Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW
Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga
diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPD, bahwa RPD disusun dengan berpedoman kepada
RPJPD, kemudian dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJPD dan RPD, maka korelasi antara RKPD dengan dokumen
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perencanaaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan
dokumen RPJPD dan RPD yang sama-sama dijadikan pedoman dalam
penyusunan RKPD. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial

dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan
Perencanaan A - Spasial
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Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undanga-undan Nomor 26 Tahun
2007

1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun
2025 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh
seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025, yang
didalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program
pembangunan serta kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat terukur,
terpadu, berorientasi pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.
Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025 adalah:
1. Menelaah gambaran umum daerah, menelaah kinerja pembangunan
dan kinerja keuangan, merumuskan permasalahan pembangunan dan

isu strategis, menerapkan tujuan dan sasaran pembangunan;
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10.

11.

1.5.

Sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Sumedang dan seluruh Kepala
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS
Kabupaten Sumedang;

Sebagai bahan penetapan program untuk masing-masing urusan
pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja;

Sebagai alat koordinasi, integrasi dan sinergi pembangunan baik antar
perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

Sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian kebijakan
pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Sebagai tolak ukur penilaian dan evaluasi kinerja setiap perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
(penyusunan LKPJ, LPPD dan LKPD);

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang responsif, kondusif
dan  partisipatif dalam melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan;

Sebagai pemersatu untuk menggerakan dan mengerahkan seluruh
stakeholder dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten
Sumedang;

Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pelaku usaha, masyarakat,
komunitas, akademisi dan pemerintah daerah lainnya;

Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen
RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD,
Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan
penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada
sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan
dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan
RKPD.

Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPD Prov/Kab, RKP/program strategis nasional, dan RKPD
Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab.

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan

dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis serta gambaran umum kondisi daerah yang menunjang
perencanaan pembangunan daerah. Sub bab ini memuat beberapa

bahasan antara lain:
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2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi
daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana
dan luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kab/
kec/desa dan kelurahan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan
dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan
analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi
dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan
tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus
kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan
dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan
analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi
dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan
tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi
penunjang urusan pemerintahan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan
dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan
analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi
dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan
mengenai  fokus kemampuan ekonomi  daerah, fasilitas
wilayah /infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan
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2.3.

realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari

laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang

berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh

program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja

program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi

mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan,;

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program atau kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan
kinerja pembangunan daerah;

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Setelah menguraikan deskripsi sub bab ini dicantumkan tabel evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan

dan realisasi RPJMD.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi mengenai uraian rumusan
umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya terkait

dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD
di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi

yang bersifat mandatori.
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2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan
pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan
dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu
dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus
konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan

perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi
daerah ditujukan untuk meng-implementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran

pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
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4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025
Tahun 2025 suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 pada
dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili

aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal
tentang apa, bagaimana, dan sejauhmana keberhasilan pembangunan
daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor
atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan
pencapaian keberhasilan pembangunan daerah serta menjadi basis atau
pijakan dalam merencanakan pembangunan kedepan. Secara lengkap
gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari

aspek-aspek yang diuraikan pada bagian selanjutnya.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat
06°34°46,187-7°00’56,25” Lintang Selatan dan 107°901’45,63”- 108°12°59,04”

Bujur Timur (Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
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Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
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Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah

sebagai berikut:

a)
b)

c)

d)

Sebelah Utara
Sebelah Timur

Sebelah Barat
Sebelah Selatan

Kabupaten Indramayu

Kabupaten

Tasikmalaya

Majalengka

dan

Kabupaten

Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan

Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Adapun luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari

26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Jatigede sebesar

11.392 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.450 Ha.

Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sumedang

No Kecamatan I(;:)s Desa | Kelurahan Pres(i/on)tase
1 | Wado 7.334 10 4,71%
2 | Jatinunggal 6.311 9 4,05%
3 | Darmaraja 5.403 12 3,47%
4 | Cibugel 4.999 7 3,21%
5 | Cisitu 6.398 10 4,10%
6 | Situraja 5.666 15 3,64%
7 | Conggeang 11.220 12 7,20%
8 | Paseh 3.382 10 2,17%
9 | Surian 7.645 9 4,90%
10 | Buahdua 11.149 14 7,15%
11 | Tanjungsari 4.319 12 2,77%
12 | Sukasari 3.899 7 2,50%
13 | Pamulihan 5.367 11 3,44%
14 | Cimanggung 4.298 11 2,76%
15 | Jatinangor 2.562 12 1,64%
16 | Rancakalong 5.596 10 3,59%
17 | Sumedang Selatan 9.659 10 4 6,20%
18 | Sumedang Utara 3.132 10 3 2,01%
19 | Ganeas 2.525 8 1,62%
20 | Tanjungkerta 4.3 93 12 2,82%
21 | Tanjungmedar 6.688 9 4,29%
22 | Cimalaka 4.755 14 3,05%
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No Kecamatan I(;:)s Desa | Kelurahan Pres(c: /il)tase
23 | Cisarua 1.450 7 0,93%
24 | Tomo 7.592 9 4,87%
25 | Ujungjaya 8.738 9 5,61%
26 | Jatigede 11.392 11 7,31%
Jumlah 155.872 | 270 7 100%

Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

b.

Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan

pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.

Dataran paling rendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya

mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah

puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas

permukaan laut.

1.

0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar
12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut,
barat daya serta Kawasan per kabupaten-an;

8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area
sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara,
barat laut dan bagian barat daya;

15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan
komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling
dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di
bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan
bagian barat;

25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area
sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten
Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;

Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas
area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di
wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian
barat daya.

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 di

bawah ini.
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Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang
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Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

c. Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis
serta pertemuan arus udara. Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis,
suhu rata-rata tahunan adalah 28,20C. Curah hujan tertinggi sepanjang
Tahun 2023 terjadi pada Bulan April yang mencapai 416,1 mm?3 dengan
jumlah hari hujan 19 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada
Bulan Agustus dan Bulan September yaitu O mm?3. karena pada bulan-bulan
tersebut tidak turun hujan sama sekali. Berikut adalah data curah hujan di

Kabupaten Sumedang sepanjang Tahun 2023.

Grafik 2.1 Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023
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Sumber: Stasiun Meteorologi Kertajati, 2024
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Sedangkan berdasarkan data keadaan iklim, bulan Oktober
merupakan bulan terhangat sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 30,6 °C,

dan bulan Juli merupakan bulan dengan suhu terendah yaitu 20,1 °C.

Tabel 2.2 Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Bulan Suhu rata-rata | Suhu maksimum Suhu minimum
(°C) (°C) (°C)
Januari 26,9 34,4 22,6
Februari 26,3 33,2 22,4
Maret 27,1 34,8 22,2
April 28 34,9 22,4
Mei 28,5 35,2 22,1
Juni 28,1 34,9 22
Juli 27,8 35,5 20,1
Agustus 27,9 35,8 20,2
September 29,1 38 21,2
Oktober 30,6 39,4 23,1
November 30 39,2 23,8
Desember 28,7 36,9 23,7

Sumber: Stasiun Meteorologi Kertajati, 2024

d. Hidrologi
Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam
pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS)

Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten,

yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten

Sumedang dengan wilayah Kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut

meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai
Cipunagara;

2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu
dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah,
dan Sungai Cikandung;

3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh
dan Sungai Citarik (relatif kecil);
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4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka

adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang

PETA HIDROLOGI KABUPATEN SUMEDANG
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Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah
Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam)
Sub DAS, yaitu:

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub
DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
DAS Cipanas.

2.1.1.2. Potensi Wilayah dan Daerah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang
pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung,
dan gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada
umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan

pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan
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dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam
batuan dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam
penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya
seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi
(kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna
lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di
Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang
tersebar di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana banjir sering
disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan
lahan. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada

Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan

Lokasi
Bencana

No Keterangan

Luas kurang lebih
21.612 Ha

Tersebar di sebagian wilayah
Kabupaten, terutama di sekitar
Kecamatan Surian, Kecamatan
Buahdua, Kecamatan Cimalaka,
Kecamatan Tanjungkerta,
Kecamatan Conggeang,
Kecamatan Rancakalong,
Kecamatan Tomo, Kecamatan
Jatigede, Kecamatan Darmaraja,
dan Kecamatan Jatinunggal

1 | Gerakan
Tanah

2 | Banjir Kecamatan Jatinangor; Terjadi akibat dari

© p o T P

=

Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Ujungjaya;
Kecamatan Tomo;

Kecamatan Sumedang Utara;
dan

Kecamatan Sumedang Selatan.

drainase yang
kurang memadai,
tutupan lahan,
dan peningkatan
debit air di
beberapa titik
lintasan sungai.

Puting Beliung

> a0 TP

Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Cimalaka;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ujungjaya; dan

Kecamatan Wado.

Gempa Bumi

o P

Kecamatan Jatinangor;

. Kecamatan Cimanggung;

c. Kecamatan Pamulihan;
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Kecamatan Tanjungsari;

Kecamatan Sukasari;

d.

e.

f. Kecamatan Rancakalong;

g. Kecamatan Sumedang Utara;
h.

Kecamatan Sumedang Selatan,;

e

Kecamatan Ganeas;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Cimalaka;
Kecamatan Paseh;

. Kecamatan Tanjungkerta;
Kecamatan Tanjungmedar;
Kecamatan Situraja;
Kecamatan Cisitu,;
Kecamatan Darmaraja;
Kecamatan Wado;
Kecamatan Jatinunggal;
Kecamatan Jatigede;

. Kecamatan Tomo;

- A N -

Kecamatan Ujungjaya;
w. Kecamatan Conggeang;

X. Kecamatan Buahdua; dan

y. Kecamatan Surian.

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat

dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini:
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Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

2.1.1.3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023 semester II yang tersebar
di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten
Sumedang sebanyak 1.205.685 jiwa yang terdiri atas 607.848 jiwa penduduk
laki-laki dan 597.837 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian angka
sex ratio Kabupaten Sumedang adalah 101,67.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan

Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2023

1 | Wado 46.002 84,27 546 1,019
2 | Jatinunggal 47.468 72,12 658 982
3 | Darmaraja 37.888 49,38 767 291
4 | Cibugel 25.800 59,52 433 626
5 | Cisitu 31.443 65,03 483 353

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025



6 | Situraja 43.591 43,23 1,008 456
7 | Conggeang 29.841 106,98 279 432
8 | Paseh 39.363 31,62 1,245 632
9 | Surian 12.224 70,88 172 215
10 | Buahdua 34.021 107,68 316 544
11 | Tanjungsari 88.521 44 .86 1,973 1,590
12 | Sukasari 35.212 41,82 842 831
13 | Pamulihan 65.682 50,70 1,295 1,500
14 | Cimanggung 92.862 55,55 1,672 2,311
15 | Jatinangor 93.636 31,60 2,963 898
16 | Rancakalong 42.505 55,07 772 581
17 | Sumedang 82.956 92,51 897 833
Selatan
18 | Sumedang 102.179 30,40 3,361 910
Utara

19 | Ganeas 26.253 22,90 1,146 (99)
20 | Tanjungkerta 35.764 43,72 818 479
21 | Tanjungmedar 27.386 60,67 451 430
22 | Cimalaka 64.302 43,29 1,485 905
23 | Cisarua 21.360 17,71 1,206 11
24 | Tomo 23.952 84,74 283 329
25 | Ujungjaya 32.366 86,23 375 586
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26 | Jatigede 23.108 106,24 217 420

Total Kabupaten 1.205.685 | 1.558,72 773 18.065

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis
berdasarkan jenis kelamin dan struktur umurnya sebagaimana digambarkan

dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2023
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga,
Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda.
Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0O — 14 tahun)
sebesar 22.57 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 — 64
tahun) berjumlah 66,87 persen, dan jumlah penduduk lansia (> 65 tahun)
tergolong kecil yaitu 10,56 persen. Dengan struktur seperti tersebut diatas
merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa
memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat
guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan
implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian

dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan  tenaga-tenaga muda
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yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan
peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga
digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2023
ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 55 persen. Angka ini dapat
menyimpulkan bahwa terdapat 55 orang usia tidak produktif yang
ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang.
Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan ABT Tahun
2022 sebesar 47 persen.

Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta
peningkatan mutu pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat
Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya
Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini
dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau
tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan

peningkatan angka pengangguran.

Grafik 2.2 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Post Gen Z (Alfa) GenZ ™GenY(milenial)l MgenZz baby bumer ™ pre-boomer

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2024
(diolah)

Berdasarkan Gambar 2.7 menunjukkan bahwa pada Tahun 2023
komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau
tahun kelahiran 1998-2013 sebanyak 269.696 orang atau 22,37% dari
jumlah total penduduk dengan kisaran usia 10 sampai dengan 25 tahun.
Maka dari itu Pemerintah Daerah menyediakan banyak program untuk
generasi ini untuk menghadapi tantangan di masa depan sehingga

diharapkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan. Program yang
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disediakan di antaranya adalah program pelatihan kerja dan produktivitas
tenaga kerja, yang mempunyai aktivitas menyediakan pelatihan kerja secara

gratis bagi angkatan kerja.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator makro merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja keseluruhan ekonomi atau aspek tertentu dari ekonomi
pada tingkat nasional atau regional. Indikator ini memberikan gambaran
umum tentang kondisi ekonomi dan digunakan oleh pemerintah untuk
membuat keputusan kebijakan dan investasi. Berikut adalah data indikator

makro Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Indikator Makro
Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Variabel Satuan Target Realisasi Ketercapaian

Indeks Pembangunan Poin 72,4-73,3 74,02 Melampaui target

Manusia

Tingkat Kemiskinan Persen 9,70-7,56 9,36 Berada dalam
Range Target

Tingkat Pengangguran Persen 8,18-6,95 6,94 Melampaui target

Terbuka

Gini Ratio Poin 0,37-0,34 0,366 Berada dalam
Range Target

Laju Pertumbuhan Persen 5,20-6,20 5,01 Belum mencapai

Ekonomi target

PDRB per Kapita (ADHB) Juta Rupiah 33,8-34,7 36,77 Melampaui target

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan capaian indikator makro pembangunan hingga tahun
2023, laju pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya yang tidak mencapai
target. Indikator lain yang mencapai target namun perlu tetap ditingkatkan
progressnya adalah tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan. Kedua indikator ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan
masyarakat dan inklusivitas pembangunan. Apalagi tingkat kemiskinan Kab.
Sumedang masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Adapun gini ratio yang
menjadi indikator ketimpangan distribusi pendapatan, masih sangat
fluktuatif dan di tahun 2022 menjadi indikator yang tidak mencapai target.
Rekomendasi untuk peningkatan pencapaian indikator makro pembangunan
Kabupaten Sumedang berdasarkan capaian dan kondisi tahun 2023 meliputi

beberapa poin utama.
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Pertama, intensifikasi program pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat miskin.
Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan
keterampilan bagi masyarakat miskin di sektor perdagangan, transportasi,
dan penyediaan makan minum yang sedang berkembang, serta fasilitasi
akses permodalan dan pendampingan bagi UMKM di sektor-sektor yang
memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Selain itu, program beasiswa dan
bimbingan belajar gratis bagi siswa dari keluarga miskin, serta fasilitas
kesehatan mobile dan program layanan kesehatan gratis atau subsidi untuk
masyarakat miskin, diusulkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan
kesehatan.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Program ini mencakup pengembangan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, serta pelatihan dan
pengembangan profesional bagi guru. Di sektor kesehatan, peningkatan
fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta kampanye
kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pola hidup sehat dan pencegahan penyakit, diusulkan. Untuk pemberdayaan
ekonomi, peningkatan produktivitas dan pendapatan sektor utama
matapencaharian penduduk, serta peningkatan keterampilan angkatan kerja
agar lebih produktif dan dapat membantu peningkatan pendapatan rumah
tangga, juga direkomendasikan.

Ketiga, diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Diversifikasi ekonomi meliputi pengembangan sektor pariwisata dengan
promosi potensi wisata alam, budaya, dan kuliner, serta pengembangan
industri kreatif lokal melalui pelatihan, akses pasar, dan kemudahan
perizinan. Peningkatan infrastruktur meliputi peningkatan kualitas jalan
yang menghubungkan daerah-daerah produksi dengan pasar, serta
pengembangan layanan transportasi umum di sepanjang jalur tol
Cisumdawu.

Keempat, kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih adil untuk
mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Implementasi sistem pajak
progresif yang lebih adil dan optimisasi validitas data sasaran penerima

bantuan sosial agar subsidi langsung kepada masyarakat miskin untuk
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kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan lebih tepat
sasaran, diusulkan.

Kelima, program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran. Program
ini mencakup pelatihan vokasional yang berfokus pada keterampilan teknis
dan praktis yang dibutuhkan di sektor-sektor unggulan, serta kemitraan
dengan industri untuk menciptakan program magang dan pelatihan kerja
yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Keenam, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan
meningkatkan skala ekonomi sektor unggulan. Deregulasi dan simplifikasi
perizinan, pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus yang
menawarkan insentif bagi investor, serta promosi investasi secara intensif
untuk menarik investasi dalam sektor industri, pertanian, perdagangan,
penyedia akomodasi dan makan minum, serta sektor-sektor pendukung
pariwisata, diusulkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif.

Dengan implementasi kebijakan dan program berdasarkan
rekomendasi ini, Kabupaten Sumedang diharapkan dapat tidak hanya
mengembalikan kondisi ke level sebelum pandemi tetapi juga mencapai
pencapaian yang lebih tinggi dalam indikator makro pembangunan di masa
mendatang. Selain itu, adanya momentum positif dari pertumbuhan sektor
perdagangan, sektor transportasi, dan penyedia makan minum seiring
operasional tol Cisumdawu dapat semakin membuka peluang peningkatan
kesejahteraan masyarakat Sumedang.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus
juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek
pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam = keberhasilan

pembangunan.

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang menunjukkan dinamika
yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019,
Sumedang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar
6,33%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Jawa Barat dan nasional

yang sama-sama berada di angka 5,02%. Namun, pandemi COVID-19 pada
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tahun 2020 memberikan dampak yang cukup besar, mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi Sumedang mengalami kontraksi sebesar -1,12%.
Meski demikian, Sumedang masih mampu menunjukkan ketahanan ekonomi
yang relatif lebih baik dibandingkan Jawa Barat (-2,52%) dan nasional (-
2,07%).

Grafik 2.3 Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (2024)

Pada tahun 2021, perekonomian Sumedang mulai pulih dengan
pertumbuhan sebesar 2,97%. Pemulihan ini sejalan dengan tren pemulihan
di tingkat provinsi dan nasional, meskipun angka pertumbuhan Sumedang
sedikit lebih rendah dibandingkan Jawa Barat yang mencapai 3,74% dan
nasional 3,70%. Tahun 2022 menandai periode pertumbuhan yang lebih kuat
bagi Sumedang, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,03%, mendekati
angka pertumbuhan Jawa Barat sebesar 5,45% dan sedikit di atas nasional
yang berada di angka 5,31%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumedang sedikit melambat
namun tetap stabil di angka 5,01%, hampir sejajar dengan Jawa Barat
(5,00%) dan nasional (5,05%). Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan
Sumedang dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi,
didukung oleh berbagai sektor ekonomi utama seperti pertanian, industri
pengolahan, dan pariwisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi

Sumedang dalam lima tahun terakhir menggambarkan ketahanan dan
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kemampuan adaptasi daerah ini dalam menghadapi tantangan ekonomi
global maupun lokal.

Perlambatan ekonomi di tahun 2023 terjadi secara umum baik di level
nasional, regional Jawa Barat termasuk Kabupaten Sumedang. Banyak faktor
yang memicu terjadi perlambatan ekonomi tersebut, diantaranya adalah
ketidakpastian ekonomi global atau perlambatan pertumbuhan di beberapa
negara mitra dagang Indonesia. Konflik negara lain seperti perang Rusia dan
Ukraina juga mempengaruhi pemenuhan komoditas gandum yang menjadi
bahan baku utama mie dan roti sebagai makanan pokok selain beras.

Fenomena perubahan iklim el nino di 2023 juga turut meyumbang
perlambatan di sektor pertanian. El Nino dapat menyebabkan kekeringan dan
cuaca yang tidak teratur, yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan
dan komoditas pertanian lainnya. Ini dapat mengurangi produksi pertanian,
menyebabkan peningkatan harga pangan, dan mengurangi pendapatan
petani serta merosotnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan
ekonomi. Perubahan pola hujan yang disebabkan oleh EI Nifno juga dapat
menghambat operasi pertambangan, menyebabkan penurunan produksi dan
ekspor, yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.

El Nino dapat menyebabkan lonjakan penyakit yang terkait dengan
kondisi iklim, seperti demam berdarah atau penyakit pernapasan. Hal ini
dapat meningkatkan beban biaya kesehatan masyarakat dan mengganggu
produktivitas tenaga kerja. Selain itu, bencana alam yang terkait dengan El
Nino, seperti banjir dan tanah longsor, juga dapat merusak infrastruktur dan
mengganggu aktivitas ekonomi.

Perubahan pola cuaca yang drastis yang terkait dengan El Nino dapat
mengganggu rantai pasokan dan produksi dalam berbagai sektor industri,
seperti pertanian, manufaktur, dan transportasi. Gangguan ini dapat
mengakibatkan penurunan produksi, peningkatan biaya operasional, dan
penurunan daya beli masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi
masih positif karena dukungan sektor lain yang tumbuh baik selama 2023.

Di Kabupaten Sumedang, sektor jasa mampu tumbuh lebih cepat
bahkan sektor jasa perusahaan menjadi yang tercepat hingga mencapai 16,35
persen. Sektor pertanian juga masih mampu tumbuh positif karena adanya
peningkatan produksi diluar tanaman pangan padi yang terdampak el nino.

Satu-satunya sektor yang terkontraksi adalah sektor pertambangan.
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Sementara itu, sektor yang menjadi sumber pertumbuhan PDRB
Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sektor perdagangan dengan
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 1,57 persen dari total 5,01 persen.
Sektor industri pengolahan yang di tahun sebelumnya menjadi sumber
pertumbuhan utama Kabupaten Sumedang, pada tahun 2023 justru

mengalami perlambatan yang hanya tumbuh 0,97 persen.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha di Kabupaten
Sumedang (%) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha 2019 ‘ 2020 ‘ 2021 ’ 2022 ‘ 2023

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.18 2.82 (1.18) 521 2.83
Pertambangan dan Penggalian (0.78) 1.38 10.80 0.18 (0.82)
Industri Pengolahan 13.72 (1.44) 247 6.84 0.97
Pengadaan Listrik dan Gas 4.63 (3.01) 8.48 2.55 2.13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.13 (1.56) 4.22 3.54 8.63
Konstruksi 2.65 4.20) 13.07 3.68 2,29
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.23 (7.78) 3.99 2.13 9.99
Transportasi dan Pergudangan 4.81 (6.57) 4.23) 11.15 11.30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.02 (4.50) 2.08 15.06 9.84
Informasi dan Komunikasi 9.32 22.90 478 575 6.25
Jasa Keuangan dan Asuransi 6.64 (1.78) 377 (1.20) 3.67
Real Estate 8.10 (5.21) 7.55 513 6.70
Jasa Perusahaan 7.90 (6.72) - 12.14 16.35
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.36 2.24) 0.53 (1.84) 3.09
Jasa Pendidikan 6.19 3.24 0.67 0.12 5.01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.97 3.23 7.14 4.49 5.65
Jasa Lainnya 5.83 (3.65) = 19.87 12.05

633 012 297 50l o
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Tabel 2.7 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023

e Usaha mmm 2022 m

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 041 0.56 0.22) 0.97 0.53
Pertambangan dan Penggalian (0.00) 0.00 0.01 0.00 (0.00)
Industri Pengolahan 2.74 (©.29) 0.50 1.40 0.19
Pengadaan Listrik dan Gas 0.02 (0.01) 0.03 0.01 0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.00
Konstruksi 0.28 (0.42) 1.46 0.41 0.33
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.82 (1.13) 0.59 0.46 1.57
Transportasi dan Pergudangan 0.24 (0.32) (0.19) 0.53 0.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.28 (0.20) 0.09 0.74 0.50
Informasi dan Komunikasi 0.29 0.89 0.19 0.22 0.23
Jasa Keuangan dan Asuransi 0.30 (0.08) 0.17 (0.05) 0.16
Real Estate 0.13 (0.08) 0.12 0.08 0.10
Jasa Perusahaan 0.01 (©.01) = 0.01 0.02
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.20 ©.13) 0.03 (0.10) 0.16
Jasa Pendidikan 0.40 023 0.05 0.01 0.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.08 0.04 0.09 0.05 0.07
Jasa Lainnya 0.11 (0.06) = 0.39 0.24

633 (11 297 503 50
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Dari tiga sektor utama penopang perekonomian Kabupaten Sumedang,
pada tahun 2023 hanya sektor perdagangan yang tumbuh di atas rata-rata,

sementara sektor industri pengolahan dan sektor pertanian tumbuh lebih
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lambat dari rata-rata pertumbuhan sektoral. Namun demikian, kedua sektor
ini masih menjadi kontributor utama perekonomian dengan share 19,48
persen untuk industri pengolahan, dan 18,80 persen untuk sekor pertanian.
Sektor perdagangan sendiri menyumbang 15,76 persen.
Gambar 2.6 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2023
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Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Sektor lain yang juga berkontribusi besar pada PDRB tahun 2023
adalah sektor konstruksi dan jasa pendidikan, dengan share masing-masing
10,94 persen dan 6,40 persen. Beberapa sektor memiliki pertumbuhan yang
sangat baik seiring berfungsinya jalan tol Cisumdawu adalah sektor
trasnportasi dan sektor penyedia akomodasi dan makan minum, masing-

masing tumbuh 11,3 persen dan 9,84 persen.
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Gambar 2.7 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang

Tahun 2023
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Lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum bersama
dengan tiga sektor utama di Kabupaten Sumedang dipandang penting untuk
mendukung upaya Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang akan
mengembangkan pariwisata, terutama setelah berfungsinya jalan tol
Cisumdawu dan Bandara Internasional Kertajati. Berikut ini adalah target

pertumbuhan 4 sektor prioritas untuk tahun 2024-2026.

Tabel 2.8 Target Pertumbuhan Lapangan Usaha Prioritas
Tahun 2024-2026

Lapangan Usaha 2024 2025 2026
Pertanian, Kehutanan dan | 3.28 - 4.94 |3.48 - 5.15 |3.69 - 5.35
Perikanan
Industri Pengolahan 7.56 - 8.45|8.04 - 9.23 |8.23 - 10.61

7.50 1 6.37 - 828 |7.18 - 9.09

Perdagangan Besar dan 5.59
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

Penyediaan Akomodasi 801 - 9.75(9.44 - 10.13]9.82 - 10.86
dan Makan Minum

Sumber: BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2023

2.1.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Adapun PDRB dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah
tangga masih menjadi penggerak utama perekonomian Sumedang sekalipun
proporsinya menunjukkan tren menurun. Proporsi PMTB dan pengeluaran

pemerintah semakin mengecil, sementara net ekspor semakin mendekati nol
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atau selisih antara impor dan ekspor semakin kecil sehingga kemandirian

ekonomi semakin baik.

Grafik 2.4 Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB (%)
Tahun 2019 - 2023
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Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Komponen konsumsi rumah tangga masih menempati porsi terbesar
dari komponen PDRB Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat mengindikasikan
permintaan domestik yang kuat serta menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi. Tingginya konsumsi rumah tangga dapat mendorong pertumbuhan
industri dan jasa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi,
seperti sektor ritel, makanan dan minuman, perumahan, dan rekreasi.

Di sisi lain, tingginya konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dari
produksi domestik dapat menyebabkan ketergantungan pada impor untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang dapat mengakibatkan defisit neraca
perdagangan daerah. Meskipun konsumsi rumah tangga yang tinggi penting
untuk pertumbuhan ekonomi, perlu diimbangi dengan investasi dalam
pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan inovasi untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Komponen kedua terbesar adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB), sekalipun proporsinya memperlihatkan tren menurun, namun
investasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah.
Investasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan
lapangan kerja baru. Kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang perlu
ditingkatkan untuk mengimbangi Upah Minimum Kabupaten Sumedang
yang kurang kompetitif jika dibandingkan kabupaten tetangga di wilayah
timur. UMK tahun 2024 untuk Kabupaten Sumedang adalah Rp 3.504.308,
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sementara Kabupaten tetangga di wilayah timur, yaitu Kabupaten Majalengka
hanya Rp 2.257.871.

Selain itu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten
Sumedang di tahun 2023 masih berada di angka 4,83. Artinya untuk
meningkatkan PDRB satu triliun rupiah diperlukan investasi 4,83 trilyun
rupiah, sehingga belum cukup efisien. Nilai ICOR ini juga menjadi komponen
dari Indeks Daya Saing Daerah pada Pilar Stabilitas Ekonomi Makro yang

paling lemah untuk Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.5 ICOR dalam Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023
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Sumber: IDSD-BRIN, 2024

Untuk mengatasi ICOR yang tinggi, beberapa upaya yang dapat
dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan investasi yang ada dengan
memastikan bahwa investasi dialokasikan secara tepat dan efektif ke
sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan dampak
ekonomi yang signifikan.

2. Fokus pada upaya untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor-sektor
utama ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa, melalui penggunaan
teknologi yang lebih canggih, inovasi, pelatihan tenaga kerja, dan
peningkatan manajemen.

3. Mendorong investasi swasta dengan menciptakan lingkungan usaha yang
kondusif, termasuk penyederhanaan regulasi, perbaikan infrastruktur,
akses yang lebih mudah ke pembiayaan, dan kepastian hukum bagi
investor.

4. Mendorong diversifikasi struktur ekonomi Kabupaten Sumedang dengan

mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi
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pertumbuhan, seperti pariwisata, agribisnis berbasis teknologi, industri
kreatif, dan sektor jasa yang berorientasi ekspor.

5. Investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kontribusi mereka
terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga
akademis, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi peluang investasi,
mengurangi hambatan-hambatan, dan mengimplementasikan proyek-
proyek pembangunan ekonomi.

7. Fokus pada pembangunan yang berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap
pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur dasar
lainnya, yang akan menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah merupakan upaya ekonomi yang dilakukan
oleh pemerintah agar pembangunan menjadi lebih berkeadilan. Pemerintah
mengalokasikan pengeluarannya untuk membantu masyarakat miskin agar
bisa mendapatkan tingkat penghidupan yang lebih baik, melalui berbagai
program yang pro poor, sehingga ketimpangan pendapatan antar golongan
pendapatan bisa dibuat semakin kecil. Paradigma modern pertumbuhan
ekonomi yang inklusif sebagai salah satu indikator kemajuan dalam
pembangunan juga menuntut agar pertumbuhan ekonomi dapat
meningkatkan kesejahteraan melalui perannya dalam memberikan
kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Perbaikan di bidang pendidikan,
kesehatan dan juga daya beli merupakan beberapa hal yang hendak dituju
dalam perencanaan pengeluaran pemerintah, yang pada akhinya akan
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

CEDS UNPAD (2020) menghitung estimasi dari pengaruh pengeluaran
pemerintah Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap indikator makro
pembangunan selama kurun waktu 2010 hingga 2019 berdasarkan
klasifikasi belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum semua alokasi
belanja memberikan pengaruh signifikan, khususnya dalam menurunkan
pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Namun demikian, arah

pengeluaran pemerintah sudah sesuai target dimana peningkatan
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pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang

lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan.

Dalam lima tahun terakhir, pencapaian indikator makro pembangunan
terdisrupsi akibat adanya Pandemi COVID-19 sehingga masih terdapat
setidaknya tiga indikator makro yang capaiannya belum lebih baik
dibandingkan sebelum pandemi, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan
pertumbuhan ekonomi. Komposisi belanja yang tidak mencapai kondisi
efisiensi alokatif, informasi data dasar yang tidak memadai, serta
permasalahan institusi lainnya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas belanja pemerintah di Kabupaten Sumedang, sehingga efektivitas
pencapaian tujuan seringkali belum bisa dicapai seperti apa yang
direncanakan. Oleh karena itu perbaikan perencanaan menjadi upaya yang
harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan
berdampak pada capaian semua indikator makro pembangunan yang lebih
progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas.

Kabupaten Sumedang memiliki nilai net ekspor yang selalu negatif
namun semakin mengecil atau mendekati nol, hal ini menunjukkan adanya
perbaikan dalam neraca perdagangan, meskipun masih belum mencapai titik
keseimbangan atau nilai positif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk
mencapai nilai net ekspor yang positif adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan promosikan produk-produk unggulan Kabupaten
Sumedang yang memiliki potensi untuk diekspor ke pasar lokal, nasional,
dan internasional. Fokuskan pada produk-produk yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif. Kabupaten Sumedang memiliki
banyak produk pertanian yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG),
diantaranya ubi jalar Cilembu Sumedang, mangga gedong gincu, sawo
Sukatali, Kopi arabika java preanger, tembakau mole dan tembakau
hitam, beberapa kerajinan pangan yang telah dikenal luas seperti senapan
Cipacing, kerajinan meubelair dan lain sebagainya, termasuk olahan
pangan seperti tahu dan pangan tradisional.

2. Meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya melalui inovasi produk,
peningkatan proses produksi, standarisasi, sertifikasi mutu, dan
peningkatan branding agar produk lebih diminati di pasar ekspor.

3. Selain pasar lokal, cari peluang ekspor ke pasar-pasar baru yang potensial.
Melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor dapat membantu mengurangi

risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar tertentu.
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4. Peningkatan infrastruktur logistik seperti akses ke pelabuhan, bandara,
jaringan jalan, dan sarana transportasi lainnya akan membantu
mempercepat distribusi barang dan menurunkan biaya logistik, sehingga
meningkatkan daya saing produk ekspor. Setelah adanya jalan tol
Cisumdawu idealnya neraca perdagangan dapat mengarah menjadi lebih
baik (positif) yang dapat menghubungkan bandara Kertajati di Kabupaten
Majalengka dan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.

S. Mendukung insentif fiskal dan nonfiskal, insentif investasi, bantuan
pendanaan, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong
ekspor.

6. Mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan jaringan pemasaran
dan distribusi, termasuk melalui pameran dagang, partisipasi dalam misi
dagang, dan platform perdagangan elektronik untuk meningkatkan akses
ke pasar ekspor.

7. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, lembaga riset,
dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekspor,
termasuk dalam hal pengembangan produk, pemasaran, dan akses
pendanaan.

8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan kegiatan
ekspor, seperti peningkatan keterampilan manajemen, pengetahuan pasar
internasional, dan pemahaman terhadap regulasi perdagangan

internasional.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, Jawa
Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan
tren yang positif dan menarik untuk dianalisis. Secara nasional, IPM
Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten, dimulai dari sekitar 72,5
poin pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 74,24 poin pada tahun 2023.
Tren ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas
hidup dan pembangunan manusia di seluruh negeri.

Di tingkat provinsi, [IPM Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan
yang stabil selama periode yang sama. Pada tahun 2019, IPM Jawa Barat
tercatat di sekitar 72,0 poin dan terus naik hingga mencapai 74,02 poin pada
tahun 2023. Meskipun ada sedikit fluktuasi, terutama pada awal periode, tren

keseluruhan tetap menunjukkan  peningkatan yang  signifikan,
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mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pembangunan di tingkat
provinsi.

Kabupaten Sumedang, sebagai bagian dari Jawa Barat, juga
memperlihatkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2019, IPM
Sumedang berada di sekitar 71,5 poin, lebih rendah dibandingkan dengan
capaian Jawa Barat dan nasional. Namun, Sumedang menunjukkan
peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2023,
IPM Sumedang mencapai 73,55 poin. Meskipun masih berada di bawah rata-
rata Jawa Barat dan nasional, laju peningkatan yang lebih cepat di Sumedang
mencerminkan potensi perbaikan yang kuat dan diharapkan dapat segera

mengejar ketertinggalan.

Grafik 2.6 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Sumedang, Jawa
Barat dan Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Perbedaan laju peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor,
termasuk efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan
di tingkat lokal. Pengembangan infrastruktur seperti pembukaan jalan tol
Cisumdawu mungkin telah berkontribusi pada peningkatan ini dengan
memperbaiki aksesibilitas dan merangsang aktivitas ekonomi. Selain itu,
program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi di Sumedang juga kemungkinan besar memainkan

peran penting.
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Secara keseluruhan, meskipun IPM Sumedang masih tertinggal
dibandingkan dengan Jawa Barat, tren peningkatan yang menjanjikan
menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan dan
program pembangunan yang efektif, Kabupaten Sumedang memiliki potensi
untuk mengejar ketertinggalannya dan mencapai tingkat pembangunan

manusia yang lebih tinggi di masa mendatang.

Gambar 2.8 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan
Pertumbuhannya Tahun 2023
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Gambar 2.8 di atas menampilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
tahun 2023 dan pertumbuhannya di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Gambar ini menggunakan dua sumbu: sumbu horizontal menunjukkan nilai
IPM, sementara sumbu vertikal menunjukkan persentase pertumbuhan IPM.
Rata-rata IPM Jawa Barat pada tahun 2023 adalah 74,24 poin dengan
pertumbuhan sebesar 0,83%.

Kabupaten Sumedang, yang ditandai dengan warna merah, memiliki

nilai IPM sebesar 74,02 poin dan pertumbuhan sebesar 0,67%. Hal ini
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menempatkan Sumedang sedikit di bawah rata-rata provinsi baik dari segi
nilai [IPM maupun pertumbuhannya.

Beberapa daerah seperti Kota Bandung dan Kota Depok menunjukkan
nilai IPM yang lebih tinggi dengan pertumbuhan yang juga relatif tinggi,
menandakan keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas hidup
warganya. Sebaliknya, beberapa daerah di bagian kiri bawah grafik seperti
Pangandaran dan Bandung Barat memiliki nilai IPM yang lebih rendah dari
rata-rata provinsi dan pertumbuhan IPM yang lebih lambat, menunjukkan
tantangan yang lebih besar dalam pembangunan manusia.

Kota-kota seperti Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya menunjukkan
pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, meskipun nilai
IPM mereka masih di bawah beberapa kota lainnya. Ini menunjukkan bahwa
meskipun mereka masih tertinggal, ada kemajuan signifikan dalam beberapa
tahun terakhir.

Secara keseluruhan, meskipun Sumedang berada sedikit di bawah
rata-rata provinsi dalam hal IPM dan pertumbuhannya, daerah ini masih
menunjukkan kemajuan yang stabil. Namun, untuk mencapai atau
melampaui rata-rata provinsi, Sumedang perlu meningkatkan upaya dalam
berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan,
dan standar hidup ekonomi.

a. Usia Harapan Hidup

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Jawa Barat,
dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan
pola yang sedikit berbeda. Secara nasional, UHH di Indonesia menunjukkan
peningkatan yang stabil dari 71,5 tahun pada tahun 2019 menjadi 72,13
tahun pada tahun 2023. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu besar, tren
ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan
kualitas hidup masyarakat secara umum.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat memperlihatkan kinerja yang lebih baik
dalam hal UHH. Pada tahun 2019, UHH Jawa Barat berada di sekitar 73,5
tahun dan terus meningkat hingga mencapai 74,91 tahun pada tahun 2023.
Peningkatan yang lebih signifikan ini menunjukkan efektivitas program
kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menunjukkan
capaian UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan

provinsi. Pada tahun 2019, UHH Sumedang berada di sekitar 72,5 tahun,
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lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat tetapi masih di atas rata-rata
nasional. Namun, Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan,
terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2023, UHH Sumedang mencapai
75,04 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan jauh
di atas rata-rata nasional.

Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan di
Sumedang yang mungkin lebih terfokus dan efektif. Program kesehatan
masyarakat yang komprehensif, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan,
dan inisiatif lokal yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan signifikan ini.

Secara keseluruhan, meskipun UHH Sumedang masih lebih tinggi
dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional, tren peningkatan yang
signifikan menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya
kebijakan dan program kesehatan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat
terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian UHH-nya di masa
depan. Analisis ini juga menunjukkan pentingnya peran program dan
kebijakan lokal dalam mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat secara

keseluruhan.

Grafik 2.7 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat dan Indonesia Tahun 2019 - 2023

76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00

69,00

2019 2020 2021 2022 2023

=@==SUMEDANG 72,29 74,30 74,49 74,77 75,04
=@==JAWA BARAT 72,85 74,19 74,37 74,65 74,91
INDONESIA 71,34 71,47 71,57 71,85 72,13

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025



b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat,
dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren
peningkatan yang signifikan. Secara nasional, RLS di Indonesia mengalami
kenaikan dari 8,30 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,83 tahun pada tahun
2023. Peningkatan ini mencerminkan wupaya yang berhasil dalam
memperpanjang masa pendidikan di tingkat nasional, menunjukkan
keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan oleh
pemerintah pusat.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang
konsisten dalam RLS. Pada tahun 2019, RLS Jawa Barat berada di sekitar
8,40 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 8,77 tahun pada tahun
2023. Kinerja Jawa Barat ini menggambarkan efektivitas dari program
pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, termasuk upaya untuk
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat memperlihatkan kinerja yang lebih baik
dalam hal UHH. Pada tahun 2019, UHH Jawa Barat berada di sekitar 73,5
tahun dan terus meningkat hingga mencapai 74,91 tahun pada tahun 2023.
Peningkatan yang lebih signifikan ini menunjukkan efektivitas program
kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menunjukkan
capaian UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan
provinsi. Pada tahun 2019, UHH Sumedang berada di sekitar 72,5 tahun,
lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat tetapi masih di atas rata-rata
nasional. Namun, Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan,
terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2023, UHH Sumedang mencapai
75,04 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan jauh
di atas rata-rata nasional.

Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan di
Sumedang yang mungkin lebih terfokus dan efektif. Program kesehatan
masyarakat yang komprehensif, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan,
dan inisiatif lokal yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan signifikan ini.

Secara keseluruhan, meskipun UHH Sumedang masih lebih tinggi
dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional, tren peningkatan yang

signifikan menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya
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kebijakan dan program kesehatan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat
terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian UHH-nya di masa
depan. Analisis ini juga menunjukkan pentingnya peran program dan
kebijakan lokal dalam mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat secara
keseluruhan.

Kabupaten Sumedang memperlihatkan perkembangan yang tidak
kalah menarik. Pada tahun 2019, RLS Sumedang berada di sekitar 8,30
tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional.
Namun, Sumedang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam
beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, RLS Sumedang mencapai 8,73
tahun, hampir menyamai capaian Jawa Barat dan hanya sedikit di bawah

rata-rata nasional.

Grafik 2.8 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat dan Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang
telah melakukan upaya-upaya yang efektif untuk meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan di daerahnya. Peningkatan signifikan dalam RLS
Sumedang dapat diatributkan kepada berbagai inisiatif lokal, termasuk
peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta pelatihan dan
pengembangan guru.

Secara keseluruhan, meskipun RLS Sumedang masih sedikit di bawah

rata-rata nasional, tren peningkatan yang kuat menunjukkan bahwa dengan
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terus diimplementasikannya kebijakan pendidikan yang efektif, Kabupaten
Sumedang dapat mencapai dan bahkan melampaui rata-rata nasional di
masa depan. Analisis ini juga menekankan pentingnya peran program dan
kebijakan lokal dalam meningkatkan indikator pendidikan di tingkat
kabupaten.

c. Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2019, HLS di Sumedang berada sedikit di atas angka
nasional dan Jawa Barat, dengan nilai sekitar 12,68. Namun, pada tahun
2020, HLS di Sumedang mulai menunjukkan peningkatan yang stabil,
mencapai 12,90 pada tahun 2021, dan terus bertambah hingga mencapai
13,01 pada tahun 2023.

Sebaliknya, HLS Jawa Barat mengalami peningkatan yang lebih
signifikan dari tahun 2020, naik dari sekitar 12,50 pada tahun 2019 menjadi
12,68 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Sumedang
memulai dengan posisi lebih baik, pertumbuhan HLS di Jawa Barat lebih
cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, HLS nasional menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten dari tahun ke tahun, mulai dari sekitar 13,00 pada tahun 2019 dan
terus meningkat hingga mencapai 13,15 pada tahun 2023. Hal ini
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, peningkatan HLS di tingkat
nasional lebih stabil dan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Sumedang

dan Jawa Barat.

Grafik 2.9 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat dan Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sumedang
memiliki HLS yang cukup baik pada awal periode, peningkatan di tingkat Jawa
Barat dan nasional menunjukkan tren yang lebih kuat dan stabil. Sumedang
perlu memperhatikan dan mungkin mengadopsi beberapa kebijakan atau
strategi dari tingkat provinsi dan nasional untuk lebih meningkatkan HLS-
nya.

d. Pengeluaran per Kapita

Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita di Sumedang berada pada
posisi terendah dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat, yaitu sekitar
10,40 juta rupiah. Pengeluaran ini mengalami sedikit penurunan pada tahun
2020, mencapai titik terendah di sekitar 10,20 juta rupiah, sebelum
kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun
berikutnya, mencapai 11,14 juta rupiah pada tahun 2023.

Pengeluaran per kapita di Jawa Barat dan Nasional juga menunjukkan
pola yang mirip namun dengan tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2019,
pengeluaran per kapita nasional berada di sekitar 11,20 juta rupiah dan
mengalami penurunan pada tahun 2020, sebelum melesat naik hingga
mencapai 11,90 juta rupiah pada tahun 2023. Jawa Barat mengikuti pola
yang serupa, dengan pengeluaran per kapita dimulai dari sekitar 11,00 juta
rupiah pada tahun 2019, mengalami penurunan hingga 10,80 juta rupiah
pada tahun 2020, dan kemudian meningkat tajam hingga mencapai 11,70

juta rupiah pada tahun 2023.

Grafik 2.10 Capaian Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sumedang
memulai dengan pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan
pengeluaran di Sumedang menunjukkan peningkatan yang signifikan pada
beberapa tahun terakhir. Namun, Sumedang masih belum mencapai angka
pengeluaran per kapita yang setara dengan Jawa Barat dan nasional pada
tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sumedang perlu meningkatkan
upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya agar bisa menyamai atau bahkan melampaui

capaian pengeluaran per kapita di tingkat provinsi dan nasional.

2.1.2.2.2. Kemiskinan

Pada tahun 2019, Sumedang memulai dengan tingkat kemiskinan
sebesar 9,05%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional
(9,41%) dan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat (6,91%). Sementara
pada tahun 2020, ketiga wilayah mengalami peningkatan tingkat kemiskinan,
dengan Sumedang mencapai 10,26%, Indonesia mencapai 10,26%, dan Jawa
Barat mencapai 8,43%. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh
dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Puncak tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 2021 untuk Sumedang
dengan 10,71%, sementara Indonesia dan Jawa Barat masing-masing
mencapai 10,40% dan 8,46%. Setelah itu, terdapat penurunan bertahap di
ketiga wilayah. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Sumedang menurun
menjadi 10,14%, sementara Indonesia dan Jawa Barat masing-masing turun
menjadi 9,54% dan 8,11%.

Grafik 2.11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan
Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Sumedang dan Indonesia
sama-sama mencapai 9,36%, sementara Jawa Barat berhasil menurunkan
tingkat kemiskinannya lebih jauh menjadi 7,62%. Ini menunjukkan bahwa
meskipun Sumedang mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang
signifikan, ia masih menghadapi tantangan yang berat untuk mencapai
tingkat yang lebih rendah seperti yang dicapai oleh Jawa Barat.

Secara keseluruhan, meskipun Sumedang telah menunjukkan
penurunan tingkat kemiskinan sejak puncaknya pada tahun 2021, perbaikan
di Sumedang masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa
Barat. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan dan program pengentasan
kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Sumedang untuk
mengejar ketertinggalan dari provinsi dan nasional.

Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Sumedang sejalan dengan
pencapaian indikator pembangunan lainnya seperti menurunnya
pengangguran karena kondisi perekonomian sehingga sebagian besar
lapangan usaha, khususnya yang banyak menyerap tenaga kerja seperti
sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor
konstruksi dapat kembali tumbuh. Implikasi meningkatnya aktivitas
perekonomian adalah meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat
sehingga lebih sedikit penduduk yang pengeluarannya di bawah garis
kemiskinan. Hal ini karena tingkat kemiskinan diukur dari pengeluaran per
kapita untuk memenuhi kebutuhan.

Namun demikian, efektivitas penyaluran bantuan sosial masih perlu
diperbaiki mengingat masih terjadi inclusion dan exclusion error, dimana
penerima bantuan belum sepenuhnya layak atau sebaliknya ada sebagian
penduduk yang seharusnya menerima bantuan tapi belum menerima bansos.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024,
distribusi program perlindungan sosial (perlinsos) masih belum efektif
diterima oleh rumah tangga pada desil terendah, dimana proporsi penerima
perlinsos pada Bottom 40 adalah PIP: 51%, KKS: 57%, PKH: 58%, dan BPNT:
66%.
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Grafik 2.12 Proporsi Penerima Program Perlindungan Sosial di
Kabupaten Sumedang Tahun 2023
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Grafik 2.13 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023

esms Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) e Proporsi thd jumlah penduduk miskin Jabar (%)

130 126,3 3,10
3,07

125

120

115
3,00

110

105

100

2,90
95

2,86
90

85

80 2,80
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.13 di atas menunjukkan tren jumlah penduduk miskin (ribuan
jiwa) dan proporsi jumlah penduduk miskin Sumedang terhadap jumlah
penduduk miskin di Jawa Barat (%) dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah
penduduk miskin di Sumedang menunjukkan peningkatan dari 104,2 ribu
jiwa pada tahun 2019 menjadi puncaknya sebesar 126,3 ribu jiwa pada tahun
2021. Ini mencerminkan dampak dari berbagai faktor, termasuk pandemi
COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi secara signifikan. Setelah mencapai
puncaknya pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mulai menurun pada
tahun 2022 dan 2023, menjadi 120,12 ribu jiwa dan 111,39 ribu jiwa masing-
masing. Ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mengurangi
jumlah penduduk miskin di Sumedang.

Proporsi jumlah penduduk miskin Sumedang terhadap Jawa Barat
sedikit menurun dari 3,07% pada tahun 2019 menjadi 3,02% pada tahun
2020 dan 3,01% pada tahun 2021. Penurunan berlanjut pada tahun 2022
dan 2023 menjadi 2,95% dan 2,86%. Secara keseluruhan, meskipun
Sumedang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun
2020 dan 2021, tren penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023
menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi. Penurunan
proporsi penduduk miskin Sumedang terhadap Jawa Barat juga
menunjukkan bahwa Sumedang berhasil mengurangi kemiskinan lebih

efektif dibandingkan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat. Upaya
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berkelanjutan dalam program pengentasan kemiskinan akan sangat penting

untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Gambar 2.9 Komparasi Kemiskinan Kabupaten/Kota dan
Pertumbuhannya di Jawa Barat Tahun 2023
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Pada tahun 2023, Kabupaten Sumedang mencatat tingkat kemiskinan
sebesar 9,36%, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat yang berada di angka
7,62%. Namun, Sumedang menunjukkan penurunan signifikan dalam
pertumbuhan tingkat kemiskinan sebesar -7,69%, menjadikannya salah satu
kabupaten dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Progress
penurunannya lebih cepat dari Jawa Barat (peringkat ke 4 tercepat), dan jika
dilihat dari gap penurunan (0,78 persen poin) berada di peringkat 3 terbaik.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Sumedang masih menghadapi
tantangan besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan, upaya yang telah
dilakukan selama ini membuahkan hasil yang positif.

Di sisi lain, beberapa kota seperti Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota
Bekasi tidak hanya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari rata-
rata provinsi, tetapi juga menunjukkan penurunan yang signifikan,
mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah

tersebut. Sementara itu, kabupaten dan kota yang memiliki tingkat
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kemiskinan tinggi seperti Kuningan dan Indramayu perlu memperkuat
strategi dan program pengentasan kemiskinan untuk mengejar
ketertinggalan dari daerah lain yang telah menunjukkan perbaikan yang lebih
baik. Keseluruhan data ini menggambarkan peta kemiskinan di Jawa Barat
yang beragam dan menunjukkan bahwa meskipun ada daerah yang berhasil
menurunkan kemiskinan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk
mencapai kesetaraan sosial-ekonomi di seluruh wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia bisa dilihat secara lebih spesifik dari
perbedaan gender. Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan
bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-
laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam
pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan
Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator
utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Data IPD dan IDG
sangat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan
dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan
ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri
dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH)
Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG
Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 96,13 poin, meningkat 1,04
poin. Meskipun demikian, poin IPG mengindikasikan bahwa di Kabupaten
Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah
setara atau lebih baik jika di